[bookmark: _Hlk202993698][bookmark: _Hlk202993098]PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR


Skripsi
Untuk Seminar Hasil


[image: Hasil gambar untuk lambang unmul]


Oleh :
DESLIANA HERTANTI 
2101036285
S1 AKUNTANSI




FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS MULAWARMAN 
SAMARINDA
2025



2



[bookmark: _Toc203003781][bookmark: _Toc203003886][bookmark: _Toc203004141][bookmark: _Toc203004382][bookmark: _Toc212771533]HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian	:	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir 
Nama Mahasiswa	:	Desliana Hertanti
NIM	:	2101036285
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	:	S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Hasil 

Menyetujui,
Samarinda, 29 Oktober 2025 
Pembimbing,


Muhammad Iqbal, S.Pd.,M.Si
NIP. 19900818 201903 1 012


Mengetahui,
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.SA.,Ak.,CA.,CSP.,CIQaR NIP. 198502042009122007
[bookmark: _Toc212771534]ABSTRAK
Desliana Hertanti, 2025. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dosen Pembimbing: Bapak Muhammad Iqbal
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik random sampling sehingga diperoleh 100 responden yang disebar secara offline. Pengolahan data dilakukan menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Modernisasi sistem perpajakan ignifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi instansi perpajakan dalam menyusun kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir, khususnya melalui pengelolaan tarif pajak yang adil dan proporsional, penerapan sanksi pajak yang tegas dan edukatif, serta pemanfaatan dan penyempurnaan sistem modernisasi perpajakan berbasis teknologi informasi dengan tujuan meningkatkan kemudahan, transparansi, serta efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

Kata Kunci : Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM




















[bookmark: _Toc212771535]ABSTRACT
Desliana Hertanti, 2025. The Influence of Tax Rates, Tax Sanctions, and Modernization of the Tax System on Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Registered at the Pratama Tax Office of Samarinda Ilir. Supervisor: Mr. Muhammad Iqbal.
This study aims to examine the influence of tax rates, tax sanctions, and Modernization of the Tax System on Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Registered at the Pratama Tax Office of Samarinda Ilir. The research uses primary data collected through a questionnaire with random sampling technique, resulting in 100 respondents who were distributed offline. Data were processed using SmartPLS 4.0 software. The research results show that tax rates have a significant and positive impact on the tax compliance of (MSMEs) taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. Tax sanctions have a significant and positive effect on the tax compliance of (MSMEs) taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. Modernization of the tax system has a significant and positive impact on the tax compliance of (MSMEs) taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir. The results of this study are expected to contribute to tax authorities in formulating policies to enhance tax compliance among (MSMEs) taxpayers registered at KPP Pratama Samarinda Ilir, particularly through the management of fair and proportional tax rates, the implementation of strict and educational tax sanctions, and the utilization and improvement of a modernized tax system based on information technology aimed at increasing ease, transparency, and efficiency in the execution of tax obligations.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Modernization of the Tax System on Compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
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1.1 [bookmark: _bookmark6][bookmark: _Toc203003787][bookmark: _Toc203003892][bookmark: _Toc203004147][bookmark: _Toc203004388][bookmark: _Toc212771541]Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang krusial bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, penerimaan pajak akan digunakan untuk kepentingan negara, termasuk dalam pelaksanaan program- program pemerintah yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Pajak dikenakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan tanpa adanya imbalan langsung dari negara. Pemungutan pajak dilakukan dengan menetapkan tarif dan sanksi, agar wajib pajak patuh dalam membayar kewajibannya (Sariputra, 2021). Pemerintah saat ini fokus pada upaya untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Putra, 2020).
Salah satu sumber potensi pembayaran pajak yang signifikan berasal dari sektor UMKM yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan sektor lainnya (Zulma, 2020). UMKM memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar lebih dari 60% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya dan UMKM juga meliputi kemampuan 97% dari total tenaga kerja Indonesia atau 116 juta orang (Utami, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam struktur perekonomian indonesia, baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), maupun dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan (Janah & Frances, 2024).
UMKM ini merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak terkait kepatuhan perpajakan, mengingat tingkat kepatuhannya masih belum mencapai target yang diharapkan serta potensi perpajakannya yang belum dimanfaatkan secara optimal (Kusumadewi, 2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak dari sektor UMKM yang rendah terlihat di berbagai kota di Indonesia salah satunya di Samarinda tepatnya di KPP Pratama Samarinda Ilir. Meskipun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar terus meningkat setiap tahun, tetapi jumlah tersebut tidak sebanding dengan realisasi pelaporan dan persentase kepatuhan wajib pajak UMKM yang fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam melaporkan SPT diperoleh langsung dari KPP Pratama Samarinda Ilir:
[bookmark: _bookmark7][bookmark: _Toc207026515][bookmark: _Toc207496246]Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT di KPP Pratama Samarinda Ilir Tahun 2019-2023
	Tahun
	Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar (Aktif)
	Wajib Pajak UMKM yang Menyampaikan SPT Tahunan
	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

	2019
	9.030
	8.199
	89,91%

	2020
	10.247
	9.377
	91,51%

	2021
	11.220
	10.125
	90,24%

	2022
	12.428
	10.831
	87,15%

	2023
	14.070
	10.058
	71,49%


Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2024
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda Ilir dalam hal pelaporan SPT secara keseluruhan tidak pernah mencapai target. Tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM berada pada persentase 89,91% dan mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu menjadi 91,51%. Namun mulai tahun 2021, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 presentase mengalami penurunan menjadi 90,24%, kemudian turun lagi menjadi 87,15% pada tahun 2022 dan yang terakhir pada tahun 2023 dengan persentase penurunan menjadi 71,49%. Dari penjelasan data diatas, realisasi pelaporan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2019 cukup tinggi yaitu 89,91%. Namun, mengalami penurunan dalam beberapa tahun berikutnya. Dengan puncak penurunan terjadi pada tahun 2023, di mana tingkat kepatuhan hanya mencapai 71,49%. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam tingkat kepatuhan pada wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir.
Kepatuhan diduga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menghitung jumlah pajak yang harus disetor (Maulida, 2018). Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan bahwa tarif pajak berperan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Noviari & Cahyani, 2019). Tarif pajak yang tidak adil dapat menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), persepsi individu terhadap tingkat tarif pajak berkaitan dengan normative belief, yaitu keyakinan individu mengenai harapan sosial dari orang lain yang dianggap penting, yang dapat memengaruhi dorongan untuk melakukan suatu tindakan (Nisa & Subagio, 2023). Hal ini berarti bahwa harapan lingkungan sosial memengaruhi motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Yanti & Wijaya (2023) dan Noviari & Cahyani (2019), semakin tepat tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan menurut Zulma (2020), tingginya tarif pajak membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak. Karena tarif pajak dianggap tidak adil, UMKM cenderung mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak, baik secara legal maupun ilegal (Anggiani, 2021).
Kepatuhan wajib pajak juga diduga disebabkan oleh faktor lain, yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Sanksi pajak memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diterapkan atas pelanggaran, baik berupa denda maupun sanksi administratif, dapat memberikan efek jera (Noviari & Cahyani, 2019). Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah mempunyai dasar untuk memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang melanggar atau tidak patuh dalam membayar pajak, sanksi yang diterapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Nisa & Subagio, 2023).
Penerapan sanksi perpajakan diyakini dapat mendorong niat Wajib Pajak UMKM untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara rutin setiap bulan. Menurut  Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi pajak berkaitan dengan control belief, yaitu keyakinan individu terhadap adanya faktor eksternal yang dapat mempermudah atau menghambat seseorang dalam melakukan suatu tindakan, keberadaan sanksi pajak dipersepsikan sebagai faktor pengendali yang dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan (Noviari & Cahyani, 2019). Menurut Haryanti et al., (2022) dan Noviari & Cahyani (2019) sanksi tidak hanya menjadi sekedar ancaman, tetapi berfungsi sebagai bentuk hukuman yang efektif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Sedangkan menurut Saraswati (2018), wajib pajak UMKM belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari pelanggaran pajak atau merasa bahwa sanksi tersebut tidak memberikan efek jera. Selain itu, kurangnya konsistensi atau ketegasan dalam pelaksanaan sanksi oleh otoritas pajak dapat mengurangi efektivitas sanksi untuk meningkatkan kepatuhan.
	Selain itu, faktor yang diduga disebabkan kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem perpajakan. Dengan kemajuan teknologi, sistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Maulana & Yulianti, 2022). Pembaharuan sistem diharapkan akan memberikan dampak langsung bagi wajib pajak, sehingga proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah (Nisa & Subagio, 2023).
	Implementasi sistem modern, seperti e-filing dan e-payment, dapat memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi UMKM (Putra, 2020). Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), modernisasi sistem perpajakan berkaitan dengan behavioral belief, yaitu keyakinan individu terhadap manfaat atau dampak dari suatu tindakan dan kemudahan dalam mengoperasikan sistem perpajakan modern dianggap dapat memberikan pengalaman positif bagi wajib pajak, sehingga mendorong pelaku UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Anakotta, 2023). 
Menurut Nisa & Subagio (2023) dan Putra (2020), modernisasi sistem perpajakan salah satu upaya yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku UMKM. Sedangkan menurut Haryanti et al., (2022), menunjukkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya memahami manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan modernisasi sistem perpajakan. Namun, apabila pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dari modernisasi ini masih terbatas, maka pelaksanaan modernisasi sistem perpajakan tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan secara optimal. Karena wajib pajak merasa kesulitan dalam menggunakan sistem yang baru menyebabkan mereka lebih memilih untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak secara langsung daripada menggunakan sistem online yang dianggap rumit, sehingga wajib pajak cenderung menghindari kewajiban perpajakan mereka (Giffary, 2023).
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang disampaikan oleh penulis, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bertolak belakang dan masih perlu dikembangkan lebih lanjut secara empiris, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tarif pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.
1.2 [bookmark: _bookmark8][bookmark: _Toc203003788][bookmark: _Toc203003893][bookmark: _Toc203004148][bookmark: _Toc203004389][bookmark: _Toc212771542]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
1.3 [bookmark: _bookmark9][bookmark: _Toc203003789][bookmark: _Toc203003894][bookmark: _Toc203004149][bookmark: _Toc203004390][bookmark: _Toc212771543]Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
1.4 [bookmark: _bookmark10][bookmark: _Toc203003790][bookmark: _Toc203003895][bookmark: _Toc203004150][bookmark: _Toc203004391][bookmark: _Toc212771544]Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini mendukung pengembangan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang menunjukkan perilaku tertentu dan dapat memberikan kontribusi serta memperluas wawasan dalam bidang ekonomi, khususnya perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak 
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Wajib Pajak UMKM
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak UMKM dalam memberikan masukan kepada pengusaha bagaimana mendapat gambaran khususnya terkait dengan tarif pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem perpajakan yang memiliki hubungan dengan kepatuhan pajak.
b. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi KPP Pratama Samarinda Ilir mengenai pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menjadi masukan bagi Dirjen Pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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KAJIAN PUSTAKA

2.1 [bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc203003793][bookmark: _Toc203003898][bookmark: _Toc203004153][bookmark: _Toc203004394][bookmark: _Toc212771546]Landasan Teori
2.1.1 [bookmark: _bookmark13][bookmark: _Toc203003794][bookmark: _Toc203003899][bookmark: _Toc203004154][bookmark: _Toc203004395][bookmark: _Toc212771547]Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) 
Teori ini dikembangkan dari Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan kemudian diperluas dan dimodifikasi kembali oleh Ajzen (1991) menjadi TPB atau teori perilaku terencana (Nuryanti et al., 2023). TPB menambahkan konsep kontrol perilaku yang dipersepsikan ke dalam model TRA, yang sebelumnya hanya mencakup sikap dan norma subjektif (Wicaksono Soetam Rizky et al., 2024)
Menurut Ajzen (1991), Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat muncul akibat adanya keinginan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan dalam merespon sesuatu. Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori mengenai perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu (Noviari & Cahyani, 2019). Menurut Ajzen (1991), terdapat 3 faktor yang mempengaruhi munculnya niat untuk seseorang melakukan sebuah tindakan yaitu;
1. Control Beliefs
2. Behavioral Beliefs
3. Normative Beliefs
	Control Beliefs adalah pandangan individu terhadap tingkat kendali yang mereka miliki dalam melakukan suatu tindakan. Faktor ini berkaitan dengan faktor- faktor yang dapat mendukung atau menghambat individu dalam menjalankan suatu perilaku.
Behavioral Beliefs adalah pemahaman individu mengenai dampak yang dapat timbul dari suatu tindakan, baik manfaat maupun risikonya. Faktor ini berperan dalam membentuk sikap individu terhadap suatu perilaku, termasuk dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak.
Normative Belief adalah keyakinan yang terbentuk akibat faktor eksternal yang memengaruhi individu dalam mengambil sebuah keputusan. Faktor ini berperan dalam membentuk keputusan wajib pajak, tekanan atau dukungan dari lingkungan sosial dapat mendorong individu untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakan.
Theory of Planned Behavior (TPB) telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena mampu memberikan pemahaman mengenai tindakan seseorang serta cara individu merespon suatu situasi (Assyfa, 2020). Tingkat kepatuhan pajak yang dikaitkan dengan theory of planned behavior dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tarif pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem perpajakan. Teori ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tercipta kepatuhan yang baik.
Hubungan tarif pajak mempengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau tidak adil, sikap negatif ini dapat mengurangi niat untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika tarif pajak yang dianggap adil dan wajar, mereka cenderung lebih patuh  (Anugrah & Fitriandi, 2022).
[bookmark: _Hlk211950001]Hubungan sanksi pajak mempengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika sanksi pajak tidak ditegakkan dengan tegas, wajar, dan tidak menimbulkan efek jera, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung menurun. Sebaliknya, jika mereka melihat sanksi sebagai konsekuensi yang wajar dari ketidakpatuhan maka dapat meningkatkan kepatuhan (Ermawati & Afifi, 2018).
Hubungan modernisasi sistem perpajakan mempengaruhi niat mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika mereka merasa kesulitan dalam menggunakan sistem baru maka dapat mengurangi niat untuk mematuhi. Sebaliknya, jika penggunaan teknologi dan sistem yang lebih efisien maka mereka cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan (Kodriyah et al., 2024).
2.1.2 [bookmark: _Toc212771548]Kepatuhan Wajib Pajak 
Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Aprilia et al., 2022). Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai ketaatan dalam menjalankan ketentuan perpajakan. Jadi, Wajib pajak dikatakan wajib pajak patuh ketika wajib pajak tersebut memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Pebriana & Hiayatulloh, 2020). 
Kepatuhan merupakan suatu tindakan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya dengan tepat waktu melaporkan dan membayar pajaknya (Umam & Arifianto, 2023). Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang mana wajib pajaknya melaksanakan kewajibannya sesuai undang- undang perpajakan sedangkan kepatuhan material merupakan pemenuhan ketentuan-ketentuan dari isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak (Lazuardini et al., 2018). Pada dasarnya, kepatuhan pajak berarti wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku di negara (Anggriawan, 2020). Wajib pajak yang disiplin dan taat membayar pajak dalam jumlah besar tidak selalu dianggap patuh. Tidak ada hubungan langsung antara kepatuhan wajib pajak dengan besarnya jumlah pajak yang dibayar, karena wajib pajak yang membayar tarif tinggi belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak jika memiliki utang atau keterlambatan pembayaran (Iriyanto & Rohman, 2022).
Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, Erica (2021), Hantono & Sianturi (2022), indikator-indikator kepatuhan wajib pajak meliputi;
1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun. 
Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu merupakan bagian dari kewajiban administrasi perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. SPT Masa wajib dilaporkan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Ketaatan dalam pelaporan ini mencerminkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. 
Wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu dan menyeluruh, tanpa adanya sisa kewajiban atau utang pajak yang belum dituntaskan. Tunggakan bisa berasal dari kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, hasil pemeriksaan oleh otoritas pajak, maupun sanksi administratif yang belum dibayar. Ketiadaan tunggakan tersebut merefleksikan tingkat kepatuhan dan rasa tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun. 
Tidak pernah dikenai sanksi pidana perpajakan selama 10–15 tahun menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki catatan hukum yang baik dalam urusan perpajakan. Tindak pidana di bidang ini dapat mencakup tindakan seperti penyembunyian penghasilan, pemalsuan dokumen, atau pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketidakterlibatan dalam pelanggaran tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan mencerminkan sikap patuh terhadap hukum, integritas, serta komitmen wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%. 
Selama dua tahun terakhir, wajib pajak dianggap patuh apabila telah melakukan pembukuan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta telah melalui proses pemeriksaan dari pihak otoritas pajak. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa koreksi atas jumlah pajak terutang tidak melebihi 5%, hal ini menandakan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara benar, terbuka, dan mengikuti aturan yang berlaku. Tingkat koreksi yang rendah mencerminkan ketelitian serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Wajib pajak dianggap patuh apabila dalam dua tahun terakhir laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) yang tidak berdampak pada perhitungan laba rugi fiskal. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara andal dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencerminkan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta menunjukkan wajib pajak tidak melakukan penyimpangan yang memengaruhi perhitungan kewajiban pajak.
6. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri. 
Kepatuhan dalam melakukan pendaftaran sebagai wajib pajak mencerminkan kesadaran individu atau badan untuk memenuhi kewajiban administratif dengan mengajukan permohonan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Langkah ini menunjukkan bahwa wajib pajak secara sukarela telah mengakui dirinya sebagai subjek pajak dan siap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). 
Kepatuhan ini dapat dilihat dari ketepatan dalam menghitung pajak atas penghasilan yang diperoleh serta pelunasan pajak terutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, mampu melakukan perhitungan secara benar, dan melaksanakan pembayaran pajak secara tertib, sehingga turut berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.
2.1.3 [bookmark: _Toc212771549]Tarif Pajak
Tarif pajak adalah dasar penetapan pajak yang dikenakan pada objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya (Sariputra, 2021). Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawanb wajib pajak, biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah (Dewi et al., 2020). Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% yang merupakan penurunan dari tarif pajak sebelumnya yang sebesar 1%  (Noviana et al., 2020). Tarif ini dianggap adil dan proporsional, karena memperhatikan kemampuan ekonomi UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan setiap bulan. 
Keadilan menjadi salah satu prinsip dasar yang mendasari penetapan tarif pajak. Tarif pajak yang adil adalah tarif yang tidak memberatkan wajib pajak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, sehingga mencerminkan asas kemampuan membayar. Pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya wajib pajak dengan kondisi yang sama harus mendapat perlakuan yang sama. Penetapan tarif pajak yang proporsional dan tidak menimbulkan beban berlebih dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak UMKM. UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar dikenai tarif pajak final 0,5%, sedangkan perusahaan besar dikenai tarif PPh Badan 22%. Dalam hal ini, beban pajak menjadi proporsional dan mencerminkan keadilan sesuai penghasilan atau omzet wajib pajak.
Semakin adil tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Noviari & Cahyani, 2019). Menurut Zulma (2020), tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak khususnya pada sektor UMKM, dimana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang dengan kondisi keuangan yang labil, sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan setiap bulan (Indriana, 2019). Semakin adil tarif UMKM dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Noviari & Cahyani, 2019).
Menurut Julianto (2017) dan Safarti (2021), indikator-indikator tarif pajak meliputi;
1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh.
Tarif pajak yang tinggi dapat memberatkan wajib pajak dan mendorong mereka untuk menghindari kewajiban pajak, baik melalui cara yang sah maupun melanggar aturan, yang mencerminkan perilaku tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.
2. Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.
Tarif pajak yang rendah dianggap lebih adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga dapat mendorong kesadaran dan kemauan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak.
Penetapan tarif pajak sebaiknya mempertimbangkan penghasilan wajib pajak sebagai wujud asas keadilan, di mana tarif lebih tinggi diterapkan bagi yang berpenghasilan besar dan tarif lebih rendah bagi yang berpenghasilan kecil.
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar.
Besaran tarif pajak memang berpengaruh terhadap kepatuhan, namun kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh pemahaman aturan perpajakan, integritas wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta kepercayaan terhadap pemerintah.
2.1.4 [bookmark: _Toc212771550]Sanksi Pajak 
Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Paruntu et al., 2023). Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi juga merupakan konsekuensi dari perilaku wajib pajak yang tidak sesuai (Putra, 2020). Semakin besar sanksi yang dikenakan maka semakin patuh wajib pajak, karena sanksi yang tinggi dianggap akan mendatangkan kerugian yang lebih besar (Zulma, 2020). 
Menurut Handayani (2018), sanksi pajak sangat penting karena indonesia telah menerapkan sistem self assesment dalam perpajakan dimana wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Maili, 2022). Untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik, diperlukan alat untuk membuat wajib pajak tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 
Menurut Hantono & Sianturi (2021), ada dua macam sanksi pajak yaitu: 
1. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan pelanggaran dalam administrasi atau ketentuan hukum administrasi. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.
2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah ancaman hukuman dan penderitaan yang menyiksa. Sanksi pidana bertujuan untuk memulihkan perilaku para pelaku kejahatan, tetapi sering kali sanksi pidana digunakan sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.
Menurut Hantono & Sianturi (2022) dan Azizah et al., (2023),  indikator-indikator sanksi pajak meliputi;
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
Keterlambatan dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak merupakan salah satu bentuk ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pajak sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan dan memberikan efek jera.
2. Tingkat penerapan sanksi.
Tingkat penerapan sanksi menunjukkan sejauh mana otoritas pajak secara konsisten memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, sebagai bentuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. 
3. Sanksi digunkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Sanksi perpajakan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak agar memenuhi kewajiban secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penghapusan sanksi perpajakan adalah kebijakan yang diberikan pemerintah untuk menghilangkan denda atas pelanggaran kewajiban pajak, seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran, dengan tujuan mendorong wajib pajak agar kembali patuh dan aktif dalam sistem perpajakan. 
2.1.5 [bookmark: _Toc203003798][bookmark: _Toc203003903][bookmark: _Toc203004158][bookmark: _Toc203004399][bookmark: _Toc212771551]Modernisasi Sistem Perpajakan
Modernisasi sistem merupakan program pengembangan yang terencana dalam sektor perpajakan, terutama di bidang administrasi yang dilaksanakan oleh otoritas terkait untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Modernisasi sistem adalah suatu inovasi atau reformasi yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).
Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sistem yang mudah digunakan akan lebih menarik dan diminati oleh penggunanya (Putra, 2020). Penyempurnaan proses administrasi adalah komponen penting dari program modernisasi, karena teknologi informasi yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan yang lebih baik, nyaman, efisien, dan sederhana sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan saat membayar pajak (Marsaulina & Putra, 2018).
Saat ini Ditjen Pajak telah mengembangkan berbagai modernisasi sistem, seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan pendaftaran NPWP secara online. Wajib pajak seharusnya dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan mudah dan di mana saja secara online, tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan tujuan utama dari modernisasi sistem ini.
Menurut Bird & Zolt (2003) dan Marcini et al., (2023) indikator-indikator modernisasi sistem perpajakan meliputi;
1. Penggunaan Sistem Self-Assessment.
Sistem perpajakan yang berbasis self- assessment memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mendorong kepatuhan melalui pemahaman dan kesadaran yang lebih baik.
2. Integrasi Data Perpajakan.
Penggunaan teknologi dalam integrasi data perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk mengakses informasi keuangan dan transaksi wajib pajak secara lebih akurat. Dengan sistem yang saling terhubung antara lembaga keuangan, pemerintah, dan otoritas pajak, risiko penghindaran pajak dapat diminimalkan, serta meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.
3. Digitalisasi Layanan Perpajakan.
Transformasi digital dalam layanan perpajakan, seperti e-filing, e-billing, dan e-payment, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Layanan berbasis teknologi ini mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam pembayaran pajak.
4. Peningkatan Transparansi.
Modernisasi sistem perpajakan memungkinkan akses informasi yang lebih terbuka dan jelas bagi wajib pajak terkait aturan, tarif, dan kebijakan perpajakan. Transparansi ini membantu mengurangi ketidakpastian dalam kepatuhan pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, serta mencegah praktik manipulasi atau penghindaran pajak.
5. Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi.
Sistem perpajakan yang modern mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi perpajakan.
6. Sederhana dan Mudah Dimengerti oleh Wajib Pajak.
Sistem perpajakan yang dirancang secara sederhana bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya. Proses administrasi yang lebih ringkas, bahasa yang jelas, serta petunjuk yang mudah dipahami dapat mengurangi kesalahan dalam pelaporan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7. Memberikan Banyak Manfaat Bagi Wajib Pajak.
Sistem perpajakan yang efektif tidak hanya menuntut kepatuhan, tetapi juga memberikan manfaat bagi wajib pajak, seperti kemudahan dalam pelaporan, transparansi dalam perhitungan pajak, serta insentif yang dapat mendorong kepatuhan.
Menurut Wahyuni (2018), dan Dewanti (2023), indikator-indikator modernisasi sistem perpajakan meliputi;
1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan telah berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
Modernisasi sistem perpajakan merupakan perubahan dalam administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan e-Faktur. Penggunaan sistem digital ini mempermudah pelaporan, pembayaran, dan pendaftaran pajak secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi.
2. Modernisasi sudah efektif dan efesien.
Indikator ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan telah berjalan dengan baik dan memberikan hasil optimal. Efektivitas tercermin dari pencapaian tujuan seperti peningkatan kepatuhan, sementara efisiensi terlihat dari penghematan waktu, biaya, dan tenaga. Sistem berbasis teknologi membantu mengurangi hambatan administratif dan mempercepat layanan perpajakan.
3. Modernisasi terkait sistem sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak.
Modernisasi perpajakan bertujuan menyederhanakan prosedur agar mudah dipahami oleh seluruh wajib pajak, termasuk UMKM. Sistem yang sederhana dan ramah pengguna mendorong kemandirian dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan persepsi positif terhadap layanan Direktorat Jenderal Pajak.
4. Modernisasi telah memberi banyak manfaat bagi wajib pajak 
Modernisasi sistem perpajakan memberikan manfaat nyata bagi wajib pajak, seperti kemudahan pelaporan dan pembayaran, pengurangan biaya kepatuhan, akses informasi yang cepat, serta akurasi data yang lebih tinggi. Manfaat ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk lebih patuh karena merasakan pelayanan yang lebih baik dan efisien.
2.2 [bookmark: _bookmark18][bookmark: _Toc203003799][bookmark: _Toc203003904][bookmark: _Toc203004159][bookmark: _Toc203004400][bookmark: _Toc212771552]Penelitian Terdahulu
Kajian sebelumnya menjadi referensi bagi penulis yang mencakup kesimpulan, diambil dari teori-teori ilmiah dan didukung oleh bukti empiris untuk evaluasi penelitian ini.
[bookmark: _Toc207026516][bookmark: _Toc207496247]Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
	[bookmark: _Hlk207026175]No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Andrian Sariputra (2021)
	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pasar Lama Kota
Tangerang)
	Variabel Independen:
a. Tarif Pajak
b. Sanksi Pajak
c. Sosialisasi Pajak
d. Pemahaman Perpajakan
e. Self Assessment System

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 2. 1 Sambungan
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	2
	Afifah Choirun Nisa, Indra Sukma Subagio (2023)
	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan,dan Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Perpajakan
b. Sanksi Perpajakan
c. Modernisasi Sistem Perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian menunjukkan sanksi perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

	3
	Hantono & Riko Fridolend Sianturi (2021)
	Pengaruh Pengetahuan Pajak, SanksiPajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan
	Variabel Independen:
a. Pengetahuan Pajak
b. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan Pajak pada UMKM
	Menurut penelitian, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	4
	Luh Putu Gita Cahyani & Naniek Noviari (2019)
	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen:
Tarif Pajak
a. Pemahaman Perpajakan
b. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian menunjukkan tarif pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan  signifikan terhadap	 kepatuhan wajib pajak.

	5
	Lia Dama
Yanti &Verlin
Sinta Wijaya (2023)
	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi	Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Variabel Independen:
a. Pengetahuan Perpajakan
b. Tarif Pajak
c. Mekanisme Pembayaran Pajak
d. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Menurut penelitian, tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	6
	Gandy Wahyu Maulana Zulma (2020)
	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,  Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak PadaPelaku Usaha UMKM	di Indonesia
	Variabel Independen:
a. PengetahuanWajib Pajak
b. Administrasi Pajak
c. Tarif Pajak
d. Sanksi Perpajakan

Variabel Dependen:
Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia
	Menurut penelitian, meskipun  sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.


Disambung ke halaman berikutnya
Tabel 2. 1 Sambungan
	No.
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	7
	Afuan Fajrian Putra (2020)
	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem
	Variabel Independen:
a. Pengetahuan Pajak
b. Sanksi Pajak
c. Modernisasi Sistem

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan modernisasi sistem berpengaruh  positif dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	8
	Syanti Dewi, Widyasari & Nataherwin (2020)
	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19 
	Variabel Independen:
a. Insentif Pajak
b. Tarif Pajak
c. Sanksi Pajak
d. Pelayanan Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak
	Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	9
	Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, & Achmad Agus Priyono (2018)
	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)
	Variabel Independen:
a. Pemahaman Peraturan   Perpajakan 
b. Tarif Pajak
c. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

	10
	Jumarso Fajar Setiawan & Ansaril Kambut (2022)
	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di KPP Pratama Depok Sawangan)
	Variabel Independen:
a. Penerapan Sistem E-Filling 
b. Pengetahuan Pajak
c. Sanksi Pajak

Variabel Dependen:
 Kepatuhan Wajib Pajak
	Penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Sumber: Diolah Peneliti,2024
2.3 [bookmark: _Toc212771553]Kerangka Konsep
Kerangka konseptual ini diperoleh dari konsep teori yang menjadi dasar utama pada penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian ini, kerangka konseptual bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Theory of Planned Behavior (TPB) dengan tarif pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), tarif pajak berkaitan dengan normative belief, yaitu keyakinan seseorang terhadap harapan sosial yang mendorongnya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Sanksi pajak berhubungan dengan control belief, yaitu keyakinan bahwa adanya sanksi dapat menjadi faktor pengendali yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Sementara itu, modernisasi sistem perpajakan berkaitan dengan behavioral belief, kemudahan penggunaan sistem pajak dapat meningkatkan kemauan dan kepatuhan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:
Sanksi Pajak 
Behavioral Belief
Theory of Planned Behavior (TPB)

Perilaku Wajib Pajak
Control Belief
Normative Belief
Tarif Pajak 
Modernisasi Sistem Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 











[bookmark: _Toc207496380]Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Penulis, 2024
2.4 [bookmark: _Toc203003801][bookmark: _Toc203003906][bookmark: _Toc203004161][bookmark: _Toc203004402][bookmark: _Toc212771554]Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuk hipotesis, yaitu sebagai berikut:
2.4.1 [bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc203003802][bookmark: _Toc203003907][bookmark: _Toc203004162][bookmark: _Toc203004403][bookmark: _Toc212771555]Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan. Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% yang merupakan penurunan dari tarif pajak sebelumnya yang sebesar 1%  (Noviana et al., 2020). Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), besarnya tarif pajak terkait dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan oleh satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi individu dalam memenuhi kewajibannya. Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM (Noviari & Cahyani, 2019).
Penetapan tarif pajak yang proporsional dan tidak memberatkan mendorong kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar dikenai tarif final 0,5%, sedangkan perusahaan besar tarif PPh 22%, sehingga beban pajak menjadi adil dan sebanding dengan kemampuan atau omzet wajib pajak. Banyak UMKM masih dalam tahap perkembangan dan memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil, sehingga tarif tidak boleh terlalu memberatkan dan perlu dicari tingkatannya yang optimal dan bebas keadilan (Zulma, 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sariputra (2021), Yanti & Wijaya (2023) dan Noviari & Cahyani (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini yaitu;
H1 : Tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib 
        pajak.
2.4.2 [bookmark: _Toc203003803][bookmark: _Toc203003908][bookmark: _Toc203004163][bookmark: _Toc203004404][bookmark: _Toc212771556]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sanksi adalah hukuman yang diberikan akibat pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ada. Dalam perpajakan, sanksi pajak berfungsi sebagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Putra, 2020). Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB), sanksi pajak terkait dengan control belief yang memiliki arti keyakinan seseorang mengenai adanya faktor yang dapat menghalangi atau mendukung perilaku individu tersebut. Adanya sanksi pajak dapat mengakibatkan kerugian bagi kewajiban yang dilanggar, sehingga hal ini akan menjadi keyakinan kontrol dalam menjalankan kewajiban perpajakan (Nisa & Subagio, 2023).
Sanksi pajak ditetapkan dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Noviari & Cahyani, 2019). Sanksi yang diberikan harus sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi harus mengikuti ketentuan serta peraturan yang berlaku. Wajib pajak cenderung patuh jika mereka percaya bahwa pelanggaran akan mengakibatkan sanksi yang berat (Noviari & Cahyani, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Paruntu et al., (2023) dan Hantono & Sianturi (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesis dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu;
H2 : Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan 
         .wajib pajak.
2.4.3 [bookmark: _Toc203003804][bookmark: _Toc203003909][bookmark: _Toc203004164][bookmark: _Toc203004405][bookmark: _Toc212771557]Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Modernisasi sistem adalah salah satu inovasi yang dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Putra, 2020). Dalam Theory of Planned Behavior (TPB), modernisasi sistem berkaitan dengan behavioral belief yang menjelaskan kemudahan dalam mengoperasikan sistem perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM. Dengan kemajuan teknologi, sistem pelaporan pajak diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Nisa & Subagio, 2023).
Modernisasi sistem perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perpajakan. Meskipun sistem yang digunakan sanggat canggih dan modern, namun ketika implementasinya sulit diterapkan bagi pengguna cenderung tidak akan memanfaatkannya. Sebaliknya, jika sistem yang diterapkan mudah dipahami dan digunakan, serta memiliki desain yang sederhana maka orang akan lebih bersedia untuk menggunakannya. Dengan kemudahan tersebut, timbul keinginan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Nisa & Subagio (2023) dan Haryanti et al. (2022) menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebuah hipotesesi dapat disusun berdasarkan penjelasan ini, yaitu;
H3 : Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif 
           terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.5 [bookmark: _Toc203003805][bookmark: _Toc203003910][bookmark: _Toc203004165][bookmark: _Toc203004406][bookmark: _Toc212771558]Model Penelitian
	Berikut merupakan pendekatan penelitian yang dibuat berdasarkan pengembangan hipotesis yang disebutkan di atas:
Tarif Pajak (X1)
H11111111
H2
Sanksi Pajak (X2)
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)
H3










[bookmark: _Toc207496381]Gambar 2. 2 Model Penelitian
Sumber: Penulis, 2025
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[bookmark: _Toc201522270][bookmark: _Toc203003806][bookmark: _Toc203003911][bookmark: _Toc203004166][bookmark: _Toc203004407]

[bookmark: _Toc212771559][bookmark: _bookmark28][bookmark: _Toc203003807][bookmark: _Toc203003912][bookmark: _Toc203004167][bookmark: _Toc203004408]BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 [bookmark: _Toc203003808][bookmark: _Toc203003913][bookmark: _Toc203004168][bookmark: _Toc203004409][bookmark: _Toc212771560]Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan penjelasan tentang variabel penelitian agar memudahkan pembaca untuk memahami tentang maksud dan tujuan dari penulisan ini, maka perlu adanya definisi secara operasional sehubungan dengan judul penulisan yang menjadi objek penelitian. Definisi operasional ini memberikan arti atau menetapkan aktivitas atau operasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut secara konsisten dan akurat (Sugiyono, 2019). Definisi operasional bertujuan untuk membatasi ruang lingkup variabel, menyamakan persepsi sehingga memudahkan serta menjaga konsistensi peneliti dalam melakukan pengumpulan, pengukuran dan analisis data menjadi efisien. Pada penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Untuk variabel independen meliputi beberapa variabel, yaitu variabel tarif pajak sebagai X1, variabel sanksi pajak sebagai X2, variabel modernisasi sistem perpajakan sebagai X3, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai variabel Y.
3.1.1 [bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc203003809][bookmark: _Toc203003914][bookmark: _Toc203004169][bookmark: _Toc203004410][bookmark: _Toc212771561]Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)
3.1.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
Kepatuhan terhadap pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku saat melakukan pembayaran, pelaporan, dan perhitungan pajak. Variabel ini diukur dengan 5 indikator yang diadopsi dari Devano & Rahayu (2006), Handayani (2018), dan Yuniarsih (2023), indikator-indikator kepatuhan meliputi;
1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun. 
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak. 
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun. 
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%. 
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
Variabel kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Poin tersebut selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert, yang kemudian akan dianalisis melalui pengujian.
3.1.2 [bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc203003810][bookmark: _Toc203003915][bookmark: _Toc203004170][bookmark: _Toc203004411][bookmark: _Toc212771562]Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)
3.1.2.1 Tarif Pajak (X1)
Tarif pajak dapat didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak. Keadilan pajak tercermin dari tarif yang adil dan tidak diskriminatif. UMKM beromzet di bawah Rp4,8 miliar dikenai pajak 0,5%, sedangkan perusahaan besar 22%, sehingga beban pajak menjadi proporsional dan adil. Hal ini dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Variabel tarif pajak diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari Julianto (2017),  Safarti (2021), Maulidya (2019), dan Mahindra (2020), meliputi;
1. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh . ar
2. 
3.  Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak.	
4. Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak
5. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar
	Variabel tarif pajak (X1) diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Poin tersebut selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert, yang kemudian akan dianalisis melalui pengujian.
3.1.2.2 [bookmark: _Toc203003811][bookmark: _Toc203003916][bookmark: _Toc203004171][bookmark: _Toc203004412]Sanksi Pajak (X2)
Sanksi pajak adalah sebuah hukuman yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak harus ditegakkan dengan tegas, wajar, dan menimbulkan efek jera. Sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Variabel sanksi pajak diukur dengan 4 indikator yang diadopsi dari Hantono & Sianturi (2022), Azizah et al., (2023), Mu’arif & Lestari (2023) dan Rahayu et al., (2020) meliputi;
1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 
2. Sanksi digunkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
3. [bookmark: _Toc203003812][bookmark: _Toc203003917][bookmark: _Toc203004172][bookmark: _Toc203004413]Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3.1.2.3 Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)
Modernisasi sistem perpajakan adalah sistem yang menghadapi penyempurnaan atau perbaikan untuk memajukan pelayanan pada wajib pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP, 2020), modernisasi sistem perpajakan bertujuan untuk menciptakan administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi dan pelayanan prima, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Variabel modernisasi sistem perpajakan diukur dengan 6 indikator yang diadopsi dari Bird & Zolt (2003), Marcini et al., (2023), Wahyuni (2018), dan Dewanti (2023), indikator-indikator modernisasi sistem perpajakan meliputi:
1. Digitalisasi Layanan Perpajakan
2. Peningkatan Transparansiar
3. Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
4. Sederhana dan Mudah Dimengerti oleh Wajib Pajak
5. Memberikan Banyak Manfaat Bagi Wajib Pajak
6. Modernisasi sudah efektif dan efesien
Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Poin tersebut selanjutnya akan disajikan dalam bentuk skor 1-5 menggunakan skala likert, yang kemudian akan dianalisis melalui pengujian.
[bookmark: _Toc207026517][bookmark: _Toc207496256]Tabel 3. 1 Ringkasan Kepatuhan Wajib Pajak
	Variabel
	Indikator
	Jumlah Pernyataan
	Butir Pernyataan

	Kepatuhan Wajib Pajak
	Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
	2
	1,2

	
	Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
	2
	3,4

	
	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10- 15 tahun.
	2
	5,6

	
	Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai dan telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
	2
	7,8

	
	Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
	2
	9,10



[bookmark: _Toc207496257]Tabel 3. 2 Ringkasan Tarif Pajak
	Variabel
	Indikator
	Jumlah Pernyataan
	Butir Pernyataan

	Tarif Pajak
	Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan tindakan penghindaran pajak atau dapat disebut juga perilaku tidak patuh 
	1
	1

	
	Penurunan tarif pajak akan meningkatkan kemauan membayar pajak
	1
	2

	
	Tarif yang berlaku sesuai dengan kemampuan membayar pajak
	2
	3,4


	
	Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran wajib pajak untuk membayar
	1
	5


[bookmark: _Toc207496258]
Tabel 3. 3 Ringkasan Sanksi Pajak
	            
	Indikator
	Jumlah Pernyataan
	Butir Pernyataan

	Sanksi Pajak
	Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
	1
	1

	
	Tingkat penerapan sanksi
	1
	2

	
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
	1
	3

	
	Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
	1
	4



[bookmark: _Toc207496259]Tabel 3. 4 Ringkasan Modernisasi Sistem Perpajakan
	Variabel
	Indikator
	Jumlah Pernyataan
	Butir Pernyataan

	Modernisasi Sistem Perpajakan
	Digitalisasi Layanan Perpajakan
	1
	1

	
	Peningkatan Transparansi
	1
	2

	
	Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi
	1
	3

	
	Sederhana dan Mudah Dimengerti oleh Wajib Pajak
	1
	4

	
	Memberikan Banyak Manfaat Bagi Wajib Pajak
	1
	5

	
	Modernisasi sudah efektif dan efesien
	1
	6



3.2 [bookmark: _Toc203003813][bookmark: _Toc203003918][bookmark: _Toc203004173][bookmark: _Toc203004414][bookmark: _Toc212771563]Populasi dan Sampel
3.2.1 [bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc203003814][bookmark: _Toc203003919][bookmark: _Toc203004174][bookmark: _Toc203004415][bookmark: _Toc212771564]Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM aktif yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 14.070 wajib pajak.
3.2.2 [bookmark: _bookmark34][bookmark: _Toc203003815][bookmark: _Toc203003920][bookmark: _Toc203004175][bookmark: _Toc203004416][bookmark: _Toc212771565]Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak dari seluruh populasi tanpa mempertimbangkan pembagian atau strata yang terdapat di dalam populasi tersebut. 
Dikarenakan jumlah populasi telah diketahui, maka digunakan rumus slovin untuk mengetahui jumlah sampel yang meliputi;






Keterangan:
n 	: Total sampel
N	: Jumlah populasi
E	: Tingkat kesalahan (ditetapkan pada penelitian ini sebesar 10%)
Dengan menggunakan rumus tersebut dalam penelitian ini, jumlah sampel dihitung sebagai berikut:



= 99,92
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, peneliti membulatkan jumlah sampel menjadi 100 sampel.
3.3 [bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc203003816][bookmark: _Toc203003921][bookmark: _Toc203004176][bookmark: _Toc203004417][bookmark: _Toc212771566]Jenis Data dan Sumber Data
3.3.1 [bookmark: _bookmark36][bookmark: _Toc203003817][bookmark: _Toc203003922][bookmark: _Toc203004177][bookmark: _Toc203004418][bookmark: _Toc212771567]Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk nilai numerik berupa angka atau bilangan. Penelitian ini mengandalkan data primer atau informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melalui survei yang dilakukan dengan bantuan kuesioner dan diisi oleh setiap wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.
3.3.2 [bookmark: _bookmark37][bookmark: _Toc203003818][bookmark: _Toc203003923][bookmark: _Toc203004178][bookmark: _Toc203004419][bookmark: _Toc212771568]Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Selain itu pengumpulan data dengan mempelajari dasar teori dari literatur-literatur seperti: artikel, jurnal, dan sejenisnya yang berhubungan dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti.
3.4 [bookmark: _Toc203003819][bookmark: _Toc203003924][bookmark: _Toc203004179][bookmark: _Toc203004420][bookmark: _Toc212771569]Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Hasil dari jawaban yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis lebih lanjut. Peneliti menggunakan skala likert pada kuesioner, sebagaimana telah dijelaskan oleh Sugiyono (2019) skala likert digunakan untuk mengukur tingkat setuju maupun tidak setuju seseorang terhadap pernyataan ataupun pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan skor yang tertera pada tabel berikut: 
[bookmark: _Toc207026518][bookmark: _Toc207496260]Tabel 3. 5 Pengukuran Skala Likert
	Keterangan
	Skor

	Sangat Setuju (SS)
	5

	Setuju (S)
	4

	Netral (N)
	3

	Tidak Setuju (TS)
	2

	Sangat Tidak Setuju (STS)
	1


Sumber: Sugiyono (2019)
3.5 [bookmark: _Toc212771570]Pilot Test 
Penelitian ini menggunakan pilot test dalam menguji kelayakan kuesioner yaitu kemampuan kuesioner dapat dipahami partisipan atau tidak, terutama terkait dengan pernyataan yang disajikan. Pilot test disajikan kepada 30 responden secara langsung yang berisikan 28 pernyataan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas pada pernyataan kuesioner yang akan diujikan pada tahapan selanjutnya, Pada pilot test ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS 4. Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk menilai validitas dan reabilitad indikator yang mempengaruhi konstruk. Gambar 3.1 menunjukkan output grafis berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan :
[image: ]
[bookmark: _Toc210607881]Gambar 3. 1 Hasil Evaluasi Outer Model 
Sumber: Penulis, 2025

3.5.1 Uji Validitas 
	Uji validitas meliputi pengukuran convergent validity yaitu kriteria pengujian dengan nilai loading factor > 0,5 – 0,6. Tabel 3.1 menyajikan nilai outer loading 21 indikator telah melebihi atau di atas 0,5 – 0,6, sehingga dalam penelitian ini kriteria convergent validity telah terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah valid.
Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas untuk Pilot Test 
	Variabel
	Outer Loading
	Keterangan

	Tarif Pajak
	X1.1
	0.871
	Valid

	
	X1.2
	0.916
	Valid

	
	X1.3
	0.953
	Valid

	
	X1.4
	0.790
	Valid

	
	X1.5
	0.930
	Valid

	Sanksi Pajak 
	X2.1
	0.814
	Valid

	
	X2.2
	0.893
	Valid

	
	X2.3
	0.868
	Valid

	
	X2.4
	0.880
	Valid

	
	X2.5
	0.892
	Valid

	
	X2.6
	0.796
	Valid

	
	X2.7
	0.919
	Valid

	Modernisasi Sistem Perpajakan 
	X3.1
	0.902
	Valid

	
	X3.2
	0.840
	Valid

	
	X3.3
	0.937
	Valid

	
	X3.4
	0.871
	Valid

	
	X3.5
	0.896
	Valid

	
	X3.6
	0.809
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Y1.1
	0.877
	Valid

	
	Y1.2
	0.837
	Valid

	
	Y1.3
	0.901
	Valid

	
	Y1.4
	0.811
	Valid

	
	Y1.5
	0.867
	Valid

	
	Y1.6
	0.817
	Valid

	
	Y1.7
	0.836
	Valid

	
	Y1.8
	0.869
	Valid

	
	Y1.9
	0.791
	Valid

	
	Y1.10
	0.902
	Valid


Sumber : Data Diolah SmartPLS, 2025
3.5.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana konsistensi internal dari model SmartPLS yang memuaskan untuk semua indikator. Kriteria nilai pengujian pada cronbach’s alpha yaitu cronbach’s alpa > 0,7. Lalu, kriteria nilai pengujian pada composite reability  yaitu composite reability > 0,7, sedangkan kriteria nilai pengujian pada Average Variance Extracted (AVE) yaitu AVE > 0,5.  Pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa cronbach’s alpha, composite reability, dan AVE bernilai tinggi yang berarti setiap indikator memiliki reliabilitas yang baik.
Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas untuk Pilot Test
	Variabel
	Cronbach's 
alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)
	Average variance extracted (AVE)

	Tarif Pajak 
	0.936
	0.940
	0.952
	0.799

	Sanksi Pajak 
	0.944
	0.946
	0.955
	0.752

	Modernisasi Sistem Perpajakan 
	0.939
	0.942
	0.952
	0.769

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	0.958
	0.959
	0.963
	0.752


Sumber : Data Diolah SmartPLS, 2025
3.6 [bookmark: _Toc212771571][bookmark: _Toc203003821][bookmark: _Toc203003926][bookmark: _Toc203004181][bookmark: _Toc203004422]Metode Analisis Data
3.6.1 Analisis Statistik Data
Analisis statistik deskriptif menurut Sugiyono (2019) adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan 
data yang telah dikumpulkan. Statistik deskriptif tidak bertujuan untuk menarik  kesimpulan yang berlaku secara umum atau melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah pendekatan Partial Least Square 
(PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian.
3.6.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM) 
Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS), yang dioperasikan dengan software SmartPLS 4. Structural Equation Modeling (SEM) merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji dan memperkirakan hubungan sebab-akibat dengan menggabungkan analisis faktor dan analisis jalur. Sementara itu, Partial Least Square (PLS) adalah metode statistik yang dimanfaatkan untuk menilai keterkaitan antarvariabel dalam suatu model, sekaligus menguji ketepatan pengukuran serta hubungan sebab-akibat di antara variabel-variabel yang diteliti.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software SmartPLS, yang melibatkan dua komponen utama: outer model dan inner model. Outer model mencakup uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit, sementara inner model mencakup R-square dan uji hipotesis.
3.7 [bookmark: _Toc212771572]Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran (outer model) dalam PLS-SEM mencakup uji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Salah satu metode untuk menguji validitas konstruk (construct validity) adalah dengan mengevaluasi korelasi yang tinggi antara konstruk dan indikatornya, serta memastikan hubungan yang rendah dengan variabel lain (Ghozali & Latan, 2015).
3.7.1 [bookmark: _bookmark43][bookmark: _Toc203003822][bookmark: _Toc203003927][bookmark: _Toc203004182][bookmark: _Toc203004423][bookmark: _Toc212771573]Uji Validitas
1. Validitas Konvergen (Convergent Validity)
Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator yang mengukur konstruk yang sama memiliki korelasi tinggi. Validitas ini berkaitan dengan prinsip bahwa setiap indikator dalam suatu konstruk harus memiliki nilai yang kuat. Pengujian validitas konvergen dilakukan dengan menilai loading factor, yang harus memiliki nilai >0,70, serta Average Variance Extracted (AVE), yang harus bernilai >0,50.
2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Validitas diskriminan digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dalam penelitian memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari konstruk lainnya. Validitas ini didasarkan pada prinsip bahwa indikator dari konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi tinggi. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan menilai cross loading, di mana nilai untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0,7.
3.7.2 [bookmark: _Toc203003823][bookmark: _Toc203003928][bookmark: _Toc203004183][bookmark: _Toc203004424][bookmark: _Toc212771574]Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah sejauh mana model pengukuran dapat diandalkan dalam mengukur konstruk laten yang diteliti. Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai konsistensi kuesioner sebagai indikator variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan guna memastikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Suatu variabel dianggap reliabel apabila tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan menunjukkan konsistensi. Dalam SMART-PLS, reliabilitas diukur menggunakan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability, dengan nilai ambang batas >0,70 (Rahadi, 2023).
3.8 [bookmark: _bookmark45][bookmark: _Toc212771575]Model Struktural (Inner Model)
Terdapat beberapa model yang digunakan untuk mengevaluasi model struktural, di antaranya R-Square dan F-Square (Ghozali & Latan, 2015).
3.8.1 [bookmark: _bookmark46][bookmark: _Toc203003824][bookmark: _Toc203003929][bookmark: _Toc203004184][bookmark: _Toc203004425][bookmark: _Toc212771576]R-Square
Nilai R-Square digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen atau untuk menentukan persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun kriteria nilai R-Square adalah 0,25 (lemah), 0,50 (sedang/moderate), dan 0,75 (kuat).
3.8.2 [bookmark: _bookmark47][bookmark: _Toc212771577]F-Square
Nilai F-Square digunakan untuk mengukur besaran pengaruh antar variabel dengan effect size. Adapun kriteria nilai F-Square adalah 0,02 (kecil), 0,15 (menengah), dan 0,35 (besar).
3.8.3 [bookmark: _Toc203003826][bookmark: _Toc203003931][bookmark: _Toc203004186][bookmark: _Toc203004427][bookmark: _Toc212771578]Path Coefficients
Nilai path coefficients atau estimasi koefisien jalur adalah proses untuk menentukan nilai estimasi model struktural dengan menghubungkan jalur harus signifikan. Untuk mendapatkan nilai signifikasi dengan menggunakan metode bootstrapping.
3.9 [bookmark: _bookmark49][bookmark: _Toc203003827][bookmark: _Toc203003932][bookmark: _Toc203004187][bookmark: _Toc203004428][bookmark: _Toc212771579]Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk menentukan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini dapat diterima ataupun ditolak. Tingkat signifikansi yang digunakan (α) adalah 5% atau 0,05. Berikut adalah dasar-dasar yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan pengujian hipotesis : 
1. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 dan arah koefisien berarah positif, maka hipotesis diterima. 
2. Jika nilai signifikansi > 0,05 atau koefisien berarah negatif, maka hipotesis ditolak.
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[bookmark: _Toc212771580]BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 [bookmark: _Toc212771581]Gambaran Umum Objek Penelitian
	Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Subjek penelittian adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke pelaku UMKM di Kota Samarinda. Pengumpulan data dilaksanakan dengan membagikan kuesioner tersebut secara langsung kepada responden. Selanjutnya, hasil pengumpulan data melalui kuesioner akan diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikut.
[bookmark: _Toc207496265]Tabel 4. 1 Jumlah Responden
	Keterangan
	Jumlah

	Kuesioner disebar
	100

	Kuesioner terisi
	100

	Kuesioner tidak dapat diolah
	0

	Kuesioner dapat diolah
	100


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.1, menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang telah di sebarkan secara langsung kepada responden, terdapat 100 kuesioner yang terisi lengkap dan memenuhi syarat dan kriteria untuk digunakan sebagai sampel. Sehingga seluruh kuesioner dapat diolah untuk penelitian ini.
4.1.1 [bookmark: _Toc212771582]Jenis Kelamin Responden 
	Berikut adalah data jenis kelamin responden yang berpatisipasi dalam penelitian ini: 

[bookmark: _Toc207496266]Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden
	Keterangan
	Jumlah
	Persentase (%)

	Laki-Laki
	52
	52%

	Perempuan
	48
	48%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan dari jumlah keseluruhan 100 responden, diperoleh 52% atau 52 responden merupakan laki-laki, sedangkan 48% atau 48 responden adalah perempuan. Dari data tersebut, mayoritas responden adalah laki-laki.
4.1.2 [bookmark: _Toc212771583]Jabatan Responden 
Berikut adalah data jabatan responden yang berpatisipasi dalam penelitian ini:
[bookmark: _Toc207496267]Tabel 4. 3 Jabatan Responden
	Keterangan
	Jumlah
	Persentase (%)

	Pemilik
	100
	100%

	Karyawan
	0
	0%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan dari jumlah keseluruhan 100 responden, diperoleh 100% atau 100 responden merupakan pemilik UMKM.
4.1.3 [bookmark: _Toc212771584]Bidang Usaha
Berikut adalah data bidang usaha responden yang berpatisipasi dalam penelitian ini:
[bookmark: _Toc207496268]Tabel 4. 4 Bidang Usaha Responden
	Keterangan
	Jumlah
	Persentase (%)

	Makanan dan Minuman
	55
	55%

	Jasa
	18
	18%

	Dagang
	20
	20%

	Kerajinan
	2
	2%

	Pendidikan
	5
	5%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan data pada tabel 4.4, menunjukkan dari jumlah keseluruhan 100 responden, diperoleh 55% atau 55 responden jenis bidang usaha makanan dan minuman, 18% atau 18 responden jenis bidang usaha jasa, 20% atau 20 responden jenis bidang usaha dagang, 2% atau 2 responden jenis bidang usaha kerajinan, dan 5% atau 5 responden jenis bidang usaha pendidikan. 
4.2 [bookmark: _Toc212771585]Analisis Deskriptif Responden
	Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang disusun berdasarkan indikator dalam kuesioner. Proses analisis ini dilakukan dengan menggabungkan tanggapan para responden berdasarkan hasil survei yang menggunakan skala likert dari 1 hingga 5 pada masing-masing indikator.
4.2.1 [bookmark: _Toc212771586]Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan keadaan ketika pelaku usaha melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, serta tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Variabel ini memiliki 5 indikator yang dituangkan dalam 10 pernyataan. Hasil analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak disajikan dalam bentuk tabel yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc207496269]Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Indikator
	Jawaban Responden 
	Rata-rata (mean)


	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Y.1
	0
	0
	23
	46
	31
	4.080

	Y.2
	0
	0
	19
	55
	26
	4.070

	Y.3
	0
	6
	15
	49
	30
	4.030

	Y.4
	0
	0
	7
	45
	48
	4.410

	Y.5
	0
	0
	11
	46
	43
	4.320

	Y.6
	0
	6
	20
	48
	32
	4.120

	Y.7
	0
	0
	21
	53
	26
	4.050

	Y.8
	0
	0
	4
	59
	37
	4.330

	Y.9
	0
	0
	16
	53
	31
	4.150

	Y.10
	0
	0
	20
	47
	33
	4.130


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, hasil analisis statistik deskriptif pada pernyataan pertama (Y1) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.080 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menyampaikan SPT tepat waktu untuk semua jenis pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kedua (Y2) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.070 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang menyampaikan SPT secara tepat waktu sehingga memperoleh kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketiga (Y3) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.030 dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah mereka yang tidak memiliki tunggakan untuk seluruh jenis pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keempat (Y4) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.410 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh memiliki kebiasaan melaporkan pajaknya secara teratur sehingga tidak memiliki tunggakan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kelima (Y5) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.320 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh tidak pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu 10–15 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada pernyataan keenam (Y6) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.120 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh tidak pernah melakukan penggelapan pajak kepada pihak berwenang dalam jangka waktu 10–15 tahun terakhir. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketujuh (Y7) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.050 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh dalam dua tahun terakhir telah menyelenggarakan pembukuan yang memadai. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kedelapan (Y8) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.330 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir memiliki koreksi pajak terutang tidak lebih dari 5%. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kesembilan (Y9) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.150 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh memiliki laporan keuangan dalam dua tahun terakhir yang diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kesembilan (Y9) menyatakan nilai rata-rata (mean) 4.130 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh memiliki laporan keuangan dengan opini audit wajar dengan pengecualian yang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.
4.2.2 [bookmark: _Toc212771587]Analisis Deskriptif Varibel Tarif Pajak (X1)
Tarif pajak adalah besaran persentase yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.  Variabel ini memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 5 pernyataan. Hasil analisis deskriptif sanksi pajak disajikan dalam bentuk tabel yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc207496270]Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Tarif Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)


	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X1.1
	0
	6
	14
	48
	32
	4.060

	X1.2
	0
	0
	8
	65
	27
	4.190

	X1.3
	0
	0
	20
	53
	27
	4.070

	X1.4
	0
	3
	6
	50
	41
	4.290

	X1.5
	0
	0
	19
	51
	30
	4.110


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, hasil analisis statistik deskriptif pada pernyataan pertama (X1.1) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.060 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menggunakan tarif  0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan usahanya. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kedua (X1.2) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.190 yang dapat disimpulkan bahwa wajib pajak menilai tarif pajak yang dikenakan pemerintah kepada pengusaha sudah bersifat adil. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketiga (X1.3) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.070 yang dapat disimpulkan bahwa ketentuan PPh final sebesar 0,5% dianggap meringankan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keempat (X1.4) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.290 yang dapat disimpulkan bahwa penurunan tarif pajak menjadi 0,5% mendorong wajib pajak untuk lebih sukarela dalam membayar pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kelima (X1.5) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.110 yang dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai penurunan tarif pajak UMKM perlu disosialisasikan dan disesuaikan dengan kemampuan UMKM.
4.2.3 [bookmark: _Toc212771588]Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)
Sanksi pajak adalah ketentuan dalam peraturan perpajakan yang bertujuan mencegah pelanggaran dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya. Variabel ini memiliki 4 indikator yang dituangkan dalam 7 pernyataan. Hasil analisis deskriptif sanksi pajak disajikan dalam bentuk tabel yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc207496271]Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)


	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X2.1
	0
	0
	20
	51
	29
	4.090

	X2.2
	0
	0
	23
	45
	32
	4.090

	X2.3
	0
	0
	13
	48
	39
	4.260

	X2.4
	0
	0
	14
	51
	35
	4.210

	X2.5
	0
	0
	19
	50
	31
	4.120

	X2.6
	0
	3
	4
	56
	37
	4.270

	X2.7
	1
	0
	19
	53
	27
	4.080


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil analisis statistik deskriptif pada pernyataan pertama (X2.1) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.090 yang dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam melaporkan pajak harus dikenai sanksi. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kedua (X2.2) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.090 yang dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam membayar pajak harus dikenai sanksi. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketiga (X2.3) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.260 yang dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dilakukan secara bertingkat dari ringan hingga berat. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keempat (X2.4) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.210 yang dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dimulai dari teguran kepada wajib pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kelima (X2.5) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.120 yang dapat disimpulkan sanksi berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keenam (X2.6) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.270 yang dapat disimpulkan bahwa sanksi diberikan sebagai pengingat agar wajib pajak tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketujuh (X2.7) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.080 yang dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi pajak tidak menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
4.2.4 [bookmark: _Toc212771589]Analisis Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)
Modernisasi sistem perpajakan merupakan program pemerintah yang bertujuan memperbarui sistem administrasi agar lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh wajib pajak, serta meningkatkan produktivitas dan integritas dalam penegakan kepatuhan perpajakan. Variabel ini memiliki 6 indikator yang dituangkan dalam 6 pernyataan. Hasil analisis deskriptif modernisasi sistem perpajakan disajikan dalam bentuk tabel yang berisi jawaban responden dan nilai rata-rata (mean).
[bookmark: _Toc207496272]Tabel 4. 8 Deskriptif Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan
	Indikator
	Jawaban Responden
	Rata-rata (mean)


	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	X3.1
	0
	0
	5
	59
	36
	4.310

	X3.2
	0
	0
	21
	50
	29
	4.080

	X3.3
	0
	0
	7
	45
	48
	4.410

	X3.4
	0
	0
	21
	51
	28
	4.070

	X3.5
	0
	0
	4
	60
	36
	4.320

	X3.6
	0
	3
	4
	57
	36
	4.260


Sumber: Data Diolah, 2025
Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil analisis statistik deskriptif pada pernyataan pertama (X3.1) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.310 yang dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak secara daring memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kedua (X3.2) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.080 yang dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan membantu wajib pajak dalam memperoleh informasi pajak secara cepat. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan ketiga (X3.3) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.410 yang dapat disimpulkan bahwa sistem berbasis teknologi informasi mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keempat (X3.4) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.070 yang dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan keluhan terkait perpajakan. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan kelima (X3.5) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.320 yang dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, seperti e-Filing dan e-SPT, memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak. Hasil analisis deskriptif pada pernyataan keenam (X3.6) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 4.260 yang dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem perpajakan membuat pelaksanaan administrasi perpajakan lebih efektif dan efisien.
4.3 [bookmark: _Toc212771590]Hasil Analisis Data
4.3.1 [bookmark: _Toc212771591]Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran (Outer Model) dalam analisis SEM berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikator yang membentuknya. Kekuatan hubungan tersebut diukur menggunakan nilai loading faktor, di mana indikator dengan nilai loading faktor rendah dianggap kurang mampu merepresentasikan variabel yang diukur.
4.3.1.1 Uji Validitas (Convergent Validity)
Convergent Validity adalah nilai loading factor antara variabel laten dan indikator-indikatornya yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu konstruk memiliki validitas yang baik. Berdasarkan teori, indikator dengan nilai loading factor ≥ 0,7 dinyatakan valid. Namun, dalam pengembangan model, nilai loading factor antara 0,5 hingga 0,6 masih dapat diterima (Ghozali & Latan, 2015). 
Pada penelitian ini digunakan batas minimal 0,6 sehingga indikator dengan nilai loading factor di atas 0,6 dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc207496273]Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Menggunakan Outer Loading
	Variabel
	Item
	Nilai Outer Loading
	Batasan Nilai Outer Loading
	Keterangan

	Tarif Pajak
	X1.1
	0.938 
	0.6
	Valid

	
	X1.2
	0.907 
	0.6
	Valid

	
	X1.3
	0.903 
	0.6
	Valid

	
	X1.4
	0.871 
	0.6
	Valid

	
	X1.5
	0.755 
	0.6
	Valid

	Sanksi Pajak 
	X2.1
	0.916 
	0.6
	Valid

	
	X2.2
	0.882 
	0.6
	Valid

	
	X2.3
	0.881 
	0.6
	Valid

	
	X2.4
	0.848 
	0.6
	Valid

	
	X2.5
	0.786 
	0.6
	Valid

	
	X2.6
	0.760 
	0.6
	Valid

	
	X2.7
	0.757 
	0.6
	Valid

	Modernisasi Sistem Perpajakan 
	X3.1
	0.835 
	0.6
	Valid

	
	X3.2
	0.811 
	0.6
	Valid

	
	X3.3
	0.887 
	0.6
	Valid

	
	X3.4
	0.857 
	0.6
	Valid

	
	X3.5
	0.870 
	0.6
	Valid

	
	X3.6
	0.783 
	0.6
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Y1.1
	0.874 
	0.6
	Valid

	
	Y1.2
	0.867 
	0.6
	Valid

	
	Y1.3
	0.780 
	0.6
	Valid

	
	Y1.4
	0.832 
	0.6
	Valid

	
	Y1.5
	0.788 
	0.6
	Valid

	
	Y1.6
	0.823 
	0.6
	Valid

	
	Y1.7
	0.810 
	0.6
	Valid

	
	Y1.8
	0.774 
	0.6
	Valid

	
	Y1.9
	0.886 
	0.6
	Valid

	
	Y1.10
	0.817
	0.6
	Valid


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
Seluruh konstruk dinyatakan telah memenuhi kriteria, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.9 terkait nilai outer loading, di mana seluruh indikator pada variabel laten memiliki nilai di atas 0,70. Selain menggunakan outer loading untuk menguji validitas konvergen, pengujian juga dilakukan melalui nilai Average Variance Extracted (AVE). Apabila nilai AVE melebihi 0,50, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Adapun hasil uji validitas pada penelitian ini yang menggunakan nilai AVE adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc207496274]Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Menggunakan Nilai AVE 
	Variabel
	AVE
	Keterangan

	Tarif Pajak (X1)
	0.769
	Valid

	Sanksi Pajak (X2)
	0.697
	Valid

	Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)
	0.708
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0.682
	Valid


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
4.3.1.2 Uji Validitas Diskriminan (Discriminant Validity)
Setelah dilakukan pengujian validitas, tahap berikutnya adalah pengujian discriminant validity. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap variabel laten benar-benar menggambarkan konstruk yang berbeda satu sama lain. Validitas diskriminan dianalisis melalui nilai cross loading pada masing-masing variabel serta korelasi antar variabel. Menurut Ghozali & Latan, (2015), discriminant validity dikatakan baik apabila nilai Average Variance Extracted (AVE) lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk, dengan ambang batas lebih dari 0,50. Hasil pengujian discriminant validity pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc207496275]Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Menggunakan Cross Loading
	Variabel
	X1
	X2
	X3
	Y

	X1.1
	0.871 
	0.762 
	0.718 
	0.813 

	X1.2
	0.903 
	0.807 
	0.706 
	0.829 

	X1.3
	0.938 
	0.905 
	0.711 
	0.878 

	X1.4
	0.755 
	0.712 
	0.751 
	0.701 

	X1.5
	0.907 
	0.862 
	0.678 
	0.848 

	X2.1
	0.587 
	0.757 
	0.800 
	0.754 

	X2.2
	0.785 
	0.882 
	0.810 
	0.871 

	X2.3
	0.699 
	0.848 
	0.784 
	0.775 

	X2.4
	0.707 
	0.786 
	0.623 
	0.730 

	X2.5
	0.896 
	0.881 
	0.661 
	0.861 

	X2.6
	0.762 
	0.760 
	0.817 
	0.765 

	X2.7
	0.939 
	0.916 
	0.713 
	0.879 

	X3.1
	0.755 
	0.734 
	0.835 
	0.756 

	X3.2
	0.676 
	0.786 
	0.811 
	0.818 

	X3.3
	0.707 
	0.762 
	0.887 
	0.828 

	X3.4
	0.620 
	0.771 
	0.857 
	0.792 

	X3.5
	0.614 
	0.720 
	0.870 
	0.765 

	X3.6
	0.718 
	0.709 
	0.783 
	0.708 

	Y1.1
	0.791 
	0.886 
	0.805 
	0.874 

	Y1.10
	0.862 
	0.846 
	0.628 
	0.817 

	Y1.2
	0.904 
	0.877 
	0.696 
	0.867 

	Y1.3
	0.824 
	0.719 
	0.683 
	0.780 

	Y1.4
	0.710 
	0.754 
	0.893 
	0.832 

	Y1.5
	0.605 
	0.690 
	0.866 
	0.788 

	Y1.6
	0.678 
	0.786 
	0.774 
	0.823 

	Y1.7
	0.760 
	0.772 
	0.714 
	0.810 

	Y1.8
	0.636 
	0.742 
	0.885 
	0.774 

	Y1.9
	0.892 
	0.892 
	0.726 
	0.886 


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
	Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa struktur variabel berada dalam blok variabel yang berbeda. Selain itu, nilai cross loading untuk setiap indikator melebihi 0,50, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.
4.3.1.3 Uji Reliabilitas 
Untuk menjamin konsistensi indikator yang digunakan sebagai alat ukur variabel dalam penelitian, dilakukan pengujian reliabilitas. Pengujian ini dilakukan dengan menilai nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability pada setiap blok indikator. Indikator dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,6 dan nilai Composite Reliability melebihi 0,7.
[bookmark: _Toc207496276]Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas 
	Variabel
	Cronbach's 
alpha
	Composite reliability (rho_a)
	Composite reliability (rho_c)

	Tarif Pajak (X1)
	0.923
	0.930
	0.943

	Sanksi Pajak (X2)
	0.927
	0.931
	0.941

	Modernisasi Sistem Perpajakan (X3)
	0.917
	0.919
	0.936

	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0.948
	0.949
	0.955


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
	Berdasarkan tabel 4.12 nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel berada di atas 0,60 dan nilai Composite Reliability juga berada di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai instrumen pengukuran.
4.3.2 [bookmark: _Toc212771592]Model Struktural (Inner Model)
Pengujian model struktural pada penelitian ini dilakukan setelah seluruh persyaratan awal terpenuhi. Proses pengujian inner model dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis koefisien determinasi (R-square) dan pengujian kontribusi efek (F-square).
4.3.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R-Square)
	Uji koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen secara simultan, dengan tujuan mengukur tingkat kebenaran dan kualitas hubungan antarvariabel dalam model yang digunakan. Model structural dievaluasi menggunakan nilai R Square untuk konstruk endogen. Nilai R-Square sebesar 0,67 berarti memiliki koefisien determinasi yang kuat, nilai 0,33 menyatakan koefisien determinasi moderat, dan nilai 0,19 menyatakan nilai koefisien determinasi yang lemah.
	Hasil uji koefisien determinasi penelitian ini yaitu, nilai r-square pada variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) adalah sebesar 0.967, sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebesar 96,7% variasi dari variabel dependen, sementara sisanya sebesar 3,3% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. 
4.3.2.2 Uji F-Square 
Setelah pengujian koefisien determinasi dilakukan, tahap berikutnya adalah melakukan estimasi model struktural menggunakan SmartPLS 4.0, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis nilai F-Square untuk mengukur besarnya pengaruh antar variabel. Tabel 4.13 dibawah ini menyajikan hasil dari uji F-Square tersebut. 
[bookmark: _Toc207496277]Tabel 4. 13 Nilai F-Square
	Keterangan
	F-Square

	Tarif Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0.347

	Sanksi Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0.438

	Modernisasi Sistem Perpajakan (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)
	0.742


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
	Berdasarkan table 4.13, maka dapat diketahui nilai F-Square yang menunjukkan pengaruh antar variabel adalah:
1. Nilai F-Square tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 0,347 menunjukkan pengaruh besar.
2. Nilai F-Square sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 0,438 menunjukkan pengaruh besar. 
3. Nilai F-Square modernisasi sistem perpajakn terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu 0,742 menunjukkan pengaruh besar.
4.3.2.3 Path Coefficient 
Path coefficient digunakan untuk mengukur nilai pada setiap koefisien jalur dalam model. Melalui path coefficient, dapat diketahui hasil korelasi antar konstruk yang mencerminkan tingkat signifikansi, kekuatan hubungan, serta menjadi dasar dalam pengujian hipotesis. [image: ]
[bookmark: _Toc207496393]Gambar 4. 1 Model Analisa Jalur
Sumber : Data Diolah, 2025 

4.3.3 [bookmark: _Toc212771593]Pengujian Hipotesis
[bookmark: _Toc207496278]Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis 
	
	
	P-Values
	Original Sample (O)
	Keterangan

	H1
	Tarif Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0.000
	0.281
	Diterima

	H2
	Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0.000
	0.405
	Diterima

	H3
	Modernisasi Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	0.000
	0.339
	Diterima


Sumber: Data Diolah SmartPLS, 2025
Pada penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) melalui pendekatan Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Proses analisis dilakukan melalui teknik bootstrapping guna mengidentifikasi tingkat signifikansi hubungan antarvariabel pada path coefficient. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi ditetapkan berdasarkan nilai p-value sebesar 0,05.
Berdasarkan hasil uji pengaruh langsung yang ditampilkan pada tabel 4.14, diperoleh hasil sebagai berikut:
1. Nilai p-value pada hipotesis pertama (H1) sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, dengan koefisien jalur sebesar 0.281 dan bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Nilai p-value pada hipotesis kedua (H2) sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, dengan koefisien jalur sebesar 0.405 dan bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), sehingga hipotesis kedua (H2) diterima.
3. Nilai p-value pada hipotesis ketiga (H3) sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, dengan koefisien jalur sebesar 0.339 dan bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Y), sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima
4.4 [bookmark: _Toc212771594]Pembahasan
4.4.1 [bookmark: _Toc212771595]Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	Berdasarkan hipotesis pertama, variabel tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000 (<0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0.281 yang bernilai positif. Hal tersebut bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda, sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. 
Semakin adil tarif pajak yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel tarif pajak, tingginya nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa tarif pajak yang adil, wajar, dan proporsional akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Mayoritas responden setuju dan sangat setuju bahwa kebijakan tarif pajak final sebesar 0,5% memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. 
Responden menyatakan telah menggunakan tarif tersebut sebagai dasar pengenaan pajak, menilai tarif yang ditetapkan pemerintah sudah adil, serta menganggap kebijakan ini meringankan beban perpajakan. Selain itu, penurunan tarif ini dinilai mampu mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan dianggap perlu untuk terus disosialisasikan serta disesuaikan dengan kemampuan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif pajak final 0,5% dipandang efektif dalam mendukung kepatuhan dan keringanan pajak bagi UMKM.
Dampak tarif yang seimbang dengan kemampuan usaha dinilai meringankan beban perpajakan, menumbuhkan rasa keadilan, serta mendorong kepatuhan sukarela, sebagaimana tercermin dalam indikator penelitian. Ketika tarif pajak dipandang wajar, wajib pajak lebih terdorong untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Prawagis et al., 2016). Edukasi lanjutan mengenai ketentuan tarif, manfaat kebijakan, serta hak dan kewajiban perpajakan perlu terus dilakukan. Dengan demikian, tarif pajak yang adil tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk perilaku kepatuhan pajak yang konsisten dan berkelanjutan. 
Berdasarkan Theory of Planned Behavior, besarnya tarif pajak terkait dengan normative belief yang merupakan harapan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi individu dalam memenuhi kewajibannya (Priliandani & Saputra, 2019). Tarif pajak yang adil akan membentuk serta menghasilkan dorongan sosial untuk memperkuat niat wajib pajak untuk patuh (Nisa & Subagio, 2023). Maka penerapan tarif pajak yang adil menjadi faktor penting bagi pemerintah dalan meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan aspek sosial pada wajib pajak UMKM di Kota Samarinda.
Dengan tarif pajak yang adil, perusahaan akan lebih transparan dalam pelaporan keuangannya. Transparansi ini berarti seluruh pendapatan, biaya, dan laba diakui sebagaimana mestinya dalam akuntansi komersial, lalu dikoreksi ke dalam akuntansi fiskal sesuai regulasi pajak. Kondisi ini memperkecil peluang terjadinya perbedaan antara penghasilan buku dan penghasilan fiskal. Tarif yang adil juga memudahkan proses audit laporan keuangan dan pemeriksaan pajak. Karena perusahaan telah menyusun pembukuan dan pelaporan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang serupa dengan tuntutan peraturan pajak, auditor dan pemeriksa pajak menemukan laporan yang sesuai, tidak perlu banyak koreksi atau laporan tambahan.
Menurut penelitian Yanti & Wijaya (2023) dan Noviari & Cahyani (2019), semakin tepat tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada wajib pajak UMKM, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sariputra (2021),  Noviana et al. (2020) dan Nisa & Subagio (2023) bahwa tarif pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
4.4.2 [bookmark: _Toc212771596]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
	Berdasarkan hipotesis kedua, variabel sanski pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000 (<0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0.405 yang bernilai positif. Hal tersebut bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda, sehingga hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. 
Wajib pajak cenderung lebih patuh apabila menyadari bahwa ketidakpatuhan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar akibat penerapan sanksi yang tegas (Alfarezi & Iqbal, 2025). Semakin tegas, wajar, dan membuat efek jera sanksi yang diberikan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel sanksi pajak tingginya nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas dan bertahap mampu mendorong serta menjaga kepatuhan wajib pajak. Rekapitulasi pada indikator sanksi pajak menunjukkan mayoritas responden setuju dan sangat setuju bahwa penerapan sanksi berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Responden menilai keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak harus dikenai sanksi, dengan penerapan yang dilakukan secara bertingkat mulai dari teguran hingga sanksi yang lebih berat. Berdasarkan kuesioner bahwa sanksi berfungsi sebagai pengingat agar wajib pajak tetap patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas dan proporsional efektif mendorong dan menjaga kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.
	Dampak sanksi yang tegas dan proporsional dinilai mampu menekan pelanggaran dan menumbuhkan rasa tanggung jawab, sebagaimana tercermin dalam indikator penelitian. Sanksi pajak berperan sebagai upaya pengendalian perilaku wajib pajak agar tetap patuh terhadap peraturan. Penerapan sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera serta meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Yanti & Machdar, 2025). Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk membentuk perilaku kepatuhan pajak yang konsisten dan berkelanjutan.
	Berdasarkan Theory of Planned Behavior, sanksi pajak berhubungan dengan control belief yang merupakan keyakinan individu mengenai adanya faktor pengendali yang dapat memengaruhi perilaku (Noviari & Cahyani, 2019). Sanksi yang ditegakkan secara efektif akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang pernah melanggar, sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak lain untuk tidak melakukan pelanggaran. Sanksi bukan hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai pengaruh psikologis yang membentuk persepsi kontrol terhadap perilaku. Dengan demikian, keberadaan sanksi yang ditegakkan secara tegas dan adil berfungsi sebagai faktor eksternal yang memperkuat niat wajib pajak untuk patuh, karena ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi negatif yang merugikan.
Menurut penelitian Haryanti et al., (2022) dan Noviari & Cahyani (2019) sanksi tidak hanya menjadi sekedar ancaman, tetapi befungsi sebagai bentuk hukuman yang efektif dalam mendorong kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2020), Paruntu et al., (2023) dan Hantono & Sianturi (2021) juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuan wajib pajak UMKM. 
4.4.3 [bookmark: _Toc212771597]Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan hipotesis ketiga, variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000 (<0,05) dengan koefisien jalur sebesar 0.339 yang bernilai positif. Hal tersebut menunjukkan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda, sehingga hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. 
Hal ini membuktikan bahwa modernisasi sistem perpajakan memudahkan dalam mematuhi kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Samarinda. Dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif variabel modernisasi sistem perpajakan, tingginya nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dan sistem digital dalam administrasi perpajakan memberikan kemudahan dan efisiensi yang mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Mayoritas responden setuju dan sangat setuju bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak memberikan dampak positif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Responden menilai pembayaran pajak secara daring memudahkan proses karena lebih cepat, modernisasi sistem membantu memperoleh informasi pajak dengan mudah, serta sistem berbasis teknologi informasi mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, modernisasi administrasi perpajakan dianggap memudahkan penyampaian keluhan, sementara penerapan layanan digital seperti e-Filing dan e-SPT mempermudah proses pembayaran pajak. Modernisasi ini juga dinilai membuat administrasi perpajakan lebih efektif dan efisien. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan berbasis teknologi sangat mendukung kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Dampak modernisasi sistem perpajakan dalam proses administrasi pajak dinilai memudahkan pelaporan dan pembayaran, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efisiensi layanan, sebagaimana tercermin dalam indikator penelitian. Ketika sistem perpajakan berbasis digital dianggap praktis dan transparan, wajib pajak lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan benar, sehingga kepatuhan semakin meningkat (Sipahutar & Tina, 2024). Modernisasi sistem perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai inovasi pelayanan, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk membentuk perilaku kepatuhan pajak yang konsisten dan berkelanjutan (Saulidia et al., 2024)
Berdasarkan Theory of Planned Behavior, modernisasi sistem perpajakan terkait dengan behavioral belief  yang merupakan keyakinan wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari suatu perilaku (Anakotta, 2023). Artinya wajib pajak memiliki keyakinan bahwa modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mendorong terbentuknya sikap positif terhadap kepatuhan.
Menurut penelitian Nisa & Subagio (2023) dan Putra (2020), modernisasi sistem perpajakan salah satu upaya yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanti et al., (2022), Kusumadewi & Dyarini (2022), Risa & Sari (2021) dan juga menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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PENUTUP

5.1 [bookmark: _Toc212771599]Kesimpulan
	Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dan telah diuraikan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tarif pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Artinya semakin adil dan proporsional tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Artinya semakin tegas dan wajar penerapan sanksi pajak, semakin tinggi dorongan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tertib dan benar.
3. Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir. Artinya semakin baik penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang sederhana dan mudah diakses, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.
5.2 [bookmark: _Toc212771600]Saran
	Dari hasil pengujian dan pembahasan, serta kesimpulan maka saran mengenai hasil penelitian ini, yaitu :
1. Bagi Wajib Pajak UMKM 
Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan Wajib Pajak UMKM memanfaatkan tarif pajak yang adil dan proporsional dengan menghitung, melaporkan, dan membayar pajak tepat waktu, serta menyadari penerapan sanksi yang tegas agar tetap patuh. Selain itu, wajib pajak perlu memanfaatkan sistem perpajakan berbasis teknologi seperti e-Filing dan e-Billing untuk memudahkan administrasi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kepatuhan pajak secara berkelanjutan.
2. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir 
Diharapkan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kebijakan tarif pajak yang adil dan proporsional, menegakkan sanksi pajak secara konsisten, serta memperkuat modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yang sederhana, cepat, dan mudah diakses, sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian kepatuhan UMKM di wilayah lain yang berbeda untuk melihat apakah pengaruh tarif, sanksi, dan modernisasi sistem pajak menunjukkan hasil yang sama.
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN
MODERNISASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA SAMARINDA ILIR

Yth. Bapak/Ibu/Saudara (i) Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Saya Desliana Hertanti mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan memenuhi kewajiban perpajakannya, saya membutuhkan partisipasi dan kesediaan saudara(i) selaku wajib pajak untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur dan sebenar-benarnya saudara(i) rasakan. Saya menjamin bahwa semua data dan respon saudara(i) adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis. Atas kesediaan dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.




1. Nama/Inisial		:
2. Jenis Kelamin	  	: ☐ Laki-Laki	        ☐	Perempuan
3. Nama UMKM		:
4. Alamat UMKM		:
5. Kepemilikan NPWP 	: ☐ Iya 	        ☐ Tidak 
6. Jabatan Responden   	: ☐ Pemilik                ☐ Karyawan 
7. Bidang Usaha		: ☐ Makanan dan Minuman         ☐ Jasa
  ☐ Dagang        ☐ Kerajinan       ☐ Pendidikan                
Petunjuk Pengisian Kuesioner:
Dari pernyataan yang terlampir, berikan pendapat saudara dengan memberi tanda () pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri saudara. Adapun jawaban yang saudara pilih sesuai dengan ketentuan di bawah ini:
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju
N = Netral 
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
[bookmark: _Hlk202433506]

A. Tarif Pajak
	No
	Item Kuesioner
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya menggunakan tarif 0,5% sebagai dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang saya terima atas usaha saya.
	
	
	
	
	

	2
	Tarif pajak yang dikenakan pemerintah untuk pengusaha seperti yang saat ini saya terapkan sudah bersifat adil.
	
	
	
	
	

	3
	Peraturan mengenai PPh final sebesar 0,5% bagi para UMKM sangat meringankan UMKM dalam membayar pajak.
	
	
	
	
	

	4
	Dengan adanya penurunan tarif pajak menjadi 0,5% saya akan lebih sukarela dalam membayar kewajiban pajak.
	
	
	
	
	

	5
	Peraturan baru mengenai penurunan tarif pajak UMKM harus di sosialisasikan dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan UMKM.
	
	
	
	
	



B. Sanksi Pajak
	[bookmark: _Hlk203002710]No
	Item Kuesioner
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Keterlambatan melaporkan pajak harus dikenai sanksi.
	
	
	
	
	

	2
	Keterlambatan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
	
	
	
	
	

	3
	Tingkat penerapan sanksi dari yang ringan sampai berat.
	
	
	
	
	

	4
	Tingkat penerapan sanksi dimulai dari adanya teguran buat wajib pajak.
	
	
	
	
	

	5
	Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
	
	
	
	
	

	6
	Sanksi yang diberikan untuk mengingatkan wajib pajak patuh terhadap peraturan yang berlaku
	
	
	
	
	

	7
	Penghapusan sanksi pajak tidak mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
	
	
	
	
	




C. Modernisasi Sistem Perpajakan
	No
	Item Kuesioner
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Pembayaran secara online (tellerbank, internet banking, ATM) memudahkan wajib pajak karena prosesnya cepat.
	
	
	
	
	

	2
	Adanya modernisasi sistem pajak dapat membantu wajib pajak mengakses informasi mengenai pajak secara cepat.
	
	
	
	
	

	3
	Sistem pajak berbasis teknologi informasi memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
	
	
	
	
	

	4
	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memberi kemudahan wajib pajak apabila terdapat keluhan mengenai perpajakan.
	
	
	
	
	

	5
	Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seperti E-Filing dan E-SPT dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak.
	
	
	
	
	

	6
	Dengan adanya modernisasi sistem pajak membuat sistem perpajakan lebih efektif dan efisien.
	
	
	
	
	



D. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 
	No
	Item Kuesioner
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam satu tahun.
	
	
	
	
	

	2
	Tepat waktu dalam penyampaian SPT cukup mempermudah wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan.
	
	
	
	
	

	3
	Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak.
	
	
	
	
	

	4
	Kebiasaan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya berdampak tidak mempuanyai 5 tunggakan.
	
	
	
	
	

	5
	Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang pajak selama 10-15 tahun.
	
	
	
	
	

	6
	Tidak pernah menggelapkan pajak kepada pihak yang berwenang selama 10- 15 tahun.
	
	
	
	
	

	7
	Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan yang memadai.
	
	
	
	
	

	8
	Telah dilakukan pemeriksaan. Koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk jenis pajak terutang paling banyak 5%.
	
	
	
	
	

	9
	Wajib Pajak yang laporan keuangannya dalam dua tahun terakhir diaudit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
	
	
	
	
	

	10
	Wajib Pajak wajar dengan pengecualian tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
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	NO
	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X2.6
	X2.7
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	X3.6
	Y1.1
	Y1.2
	Y1.3
	Y1.4
	Y1.5
	Y1.6
	Y1.7
	Y1.8
	Y1.9
	Y1.10

	1
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	1
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4

	2
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	5

	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4

	6
	4
	4
	4
	5
	4
	3
	4
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	7
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5

	9
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4

	10
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	11
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	12
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	13
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	4

	14
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	15
	2
	4
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	3
	4
	3
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3

	16
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	3

	17
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	18
	3
	4
	4
	4
	4
	3
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	4

	19
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	4
	4
	5
	4
	4

	20
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	21
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	3
	3
	5
	4
	4
	3
	3
	4
	3
	3

	22
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	23
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	4
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5

	24
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	25
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	4

	26
	5
	5
	5
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	27
	3
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